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Penelitian ini membahas mengenai keabsahaan pengalihan harta bersama dengan isteri pertama melalui
persetujuan isteri kedua dalam aktajual beli tanah sertaimplikasinya terhadap pembeli tanah yang
bersangkutan sebagaimana hal tersebut terjadi dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung melaui
Putusan Nomor 2273K/PDT/2021. Secara garis besar harta bersama A berupa tanah telah dialihkan oleh
amarhum suaminya semasa hidupnya tanpa persetujuan A tetapi dengan persetujuan isteri lain secara
dibawah tangan yang melampirkan akta nikah dan akta-akta lainnya, namun A tidak pernah mengetahui
perkawinan tersebut. A menga ukan gugatan terhadap C karena telah melakukan perbuatan melawan hukum
dan menyatakan Akta Jual Beli batal demi hukum, namun Mgjelis Hakim menolak gugatan. Dalam
membahas permasal ahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan analisis kualitatif. Adapun
pembahasan yang diperoleh yaitu keabsahan pengalihan tanah SHM Nomor 2588 terkesan menggantung, di
satu sisi Majelis Hakim menyatakan A berhak atas tanah SHM Nomor 2588 sedangkan Majelis Hakim
menyatakan harus ada putusan pengadilan yang menyatakan terjadi pemal suan terhadap identitas penjual
tanah SHM Nomor 2588 dan merekomendasikan menggugat kepada penjual yang tidak berhak, akan tetapi
penjual yaitu suaminyatelah meninggal, yang semestinya Majelis Hakim menangguhkan pemeriksaan
perkara untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang menuntut dugaan pemal suan tersebut berdasarkan
Pasal 138 Ayat (7) HIR dan Pasal 138 Ayat (8) HIR untuk mengetahui pihak yang harusnyadigugat oleh A.
Kepada C diberikan perlindungan hukum karenatelah beritikad baik dalam membeli obyek jual beli tanah
yang sesuai dengan prosedur/tata cara yang berlaku sehinggajual beli dianggap sah.

...... This research discusses the legality of transferring joint asset with the first wife through the consent of
the second wife in the deed of sale and purchase of the land and the implications for the purchaser of the
land that happened in a case decided by the Supreme Court through Decision Number 2273K/PDT/2021. A's
joint asset in the form of the land was transferred by her late husband during his lifetime without A's consent
but with the consent of another wife who attached a marriage certificate and other certificates, but A never
knew about the marriage. A filed alawsuit against C because he had committed an unlawful act and
declared the sale and purchase deed null and void, but the Judges rejected the lawsuit. In discussing these
problems using doctrinal research method with qualitative analysis. The results of this research are the
validity of the transfer of the land of SHM Number 2588, the Judges stated that A had the right of the land
of SHM Number 2588, while the Judges stated that there must be a court decision stating that there was
falsification of the identity of the seller of the land of SHM Number 2588 and recommending suing the
seller who is not have the right, but the seller, namely her husband, had died, the Judges should have
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postponed the examination of the case to be forwarded to the official authorized to prosecute the alleged
forgery based on Article 138 Paragraph (7) HIR and Article 138 Paragraph (8) HIR to find out which party
should be sued by A. Cisgiven legal protection because he has good faith in buying the land of SHM
Number 2588 with the procedures, so that the sale and purchase are considered valid.



